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Hal : Tertib Administrasi Perkara

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap pelaksanaan:

1. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 tentang Pengelolaan Backup Data Register, Arsip
Perkara Secara Elektronik Serta Pemeliharaan Register dan Arsip Perkara Manual;

2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021
tentang Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan
Data Eksekusi pada SIPP.

masih didapati pelaksanaan administrasi perkara pada pengadilan yang belum

dilaksanakan secara tertib, dengan ini kami minta kepada Bapak/lbu untuk

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Tertib administrasi perkara pada pengadilan mulai dari pendaftaran
sampai dengan pengarsipan berkas perkara lengkap dan rapi;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap arsip perkara untuk
mengetahui kesesuaian serta ketersediaan data maupun dokumen (kelengkapan
berkas perkara);

3. Apabila dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengawasan didapati
berkas hilang, Pengadilan Tinggi wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum;

4. Melakukan back up database SIPP seluruh pengadilan negeri di wilayah hukumnya
( 4 Pengadilan Tinggi belum melakukan back up database);

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kepatuhan backup
aplikasi dan database aplikasi SIPP yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri;

6. Mengelola/memanfaatkan backup data tersebut untuk dijadikan bahan pengawasan

bagi Pengadilan Tinggi terkait tertib administrasi perkara pada pengadilan negeri di

: o Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
‘ ;sl"‘ e UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
. “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”


mailto:ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

wilayah hukumnya selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan dapat
menjamin keamanan dari pemanfaatan data tersebut;

7. Memastikan data perkara eksekusi didaftarkan dan diperbarui sesuai dengan
tahapan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara,

8. Memastikan kesesuaian data eksekusi antara data eksekusi pada register manual
dengan data eksekusi pada aplikasi SIPP.

9. Memastikan seluruh pengadilan negeri di wilayah hukumnya telah memuat
mekanisme permohonan dan pelaksanaan eksekusi rill pada halaman depan
website (contoh terlampir).

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan
terimakasih.
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Pemohon Mengajukan  Panitera melakukan Telaah

Permohonan Eksekusi
Eksekusi dalam waktu
17 hari

sidang insidentil maksimal 30 hari

sejak Permohonan Eksekusi
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Dalam pelaksanaan putusan Atas perintah Ketua Pengaditan,
secara sukarela maka terhitung dalam hal termohon tidak hadir
8 hari sejak aanmaning,Permohon )| tanpa alasan maka proses cksekusi
wajib melapor kepada pengadilan | dapat langsung dilanjutian tanpa
untuk dibuatkan BA Pelaksanaan | $idang insidentil, kecuali dianggap
Putusan dan BA Serah terima | Periu untuk dipanggil sekali lagi

aturan Pemerintah Nomeor 18 fohun 202

dan membuat resume Telaah  hasil Telaah Eksekusi
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menginformasilan  Terhadap Permohonan Eksekusi
yang dapat dilakulan,

kepada Pemohon Pengadilan menerbitikan SKUM
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Ketua Pengadilan mengeluarkan  Pemohon melakukan
Penetapan Aanmaning dan Pembayaran Panjar Biaya
memerintahkan Panitera/ Eksekusi maksimal 3 hari
Jurusitajurusita Pengganti sejak diterbitkan SKUM
untuk memanggil pihak

termohon dalam walktu 7

hari setelah resume dibuat
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Eksekusi dilaksakan dengan &
memperhatikan nilai kemanusiaan 0
dan keadilan. sesuai dilal kan
maka pada hari yang sama segera diserahlan
kepada pemohon eksekusi atau kuasanya
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Surat Keutusm Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019

tentang n Eksekusi Pada Pengadilan Negeri
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